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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perusahaan”) memiliki komitmen untuk 

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha 

dan aktivitas bisnis, serta mengimplementasikan Good Corporate Governance (“GCG”) 

secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi GCG 

bagi Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan 

terhadap regulasi, namun juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja 

Perusahaan menuju well governed company. Perusahaan memandang pentingnya 

penyusunan Pedoman GCG yang diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek 

pengelolaan usaha perusahaan sebagai standar landasan operasionalnya. Hal tersebut 

agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders) dapat 

didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan 

yang menguntungkan.  

Perusahaan memiliki budaya yang memuat falsafah ”Berprestasi”, ”Berdayasaing”, dan 

”Bertanggungjawab” sebagai dasar pengelolaan perusahaan untuk terus meningkatkan 

mutu, harga, pelayanan terbaik, dan nilai-nilai Perusahaan yang merupakan landasan 

moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, 

Perusahaan menyusun Pedoman GCG yang bersumber dari Budaya Perusahaan. 

Pedoman GCG merupakan landasan untuk memastikan setiap kebijakan Perusahaan 

telah sesuai denganPrinsip-Prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan dituangkan 

dalam Kebijakan Perusahaan, Board Manual, Pedoman Etika Perusahaan, dan pedoman 

lainnya yang terkait dengan penerapan GCG. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tujuan penyusunan Pedoman GCG ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan nilai (value) Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap 

memperhatikan kepentingan Stakeholders dan mondorong tercapainya 

kesinambungan bisnis didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 
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pertanggungjawaban, independensi/kemandirian, serta kewajaran dan 

kesetaraan; 

2. Mendorong agar Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral 

yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ  Perusahaan; 

4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya 

Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip 

kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan 

prinsip-prinsip GCG; 

5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan; 

6. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan 

pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian, dilandasi nilai moral dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Stakeholders dan lingkungan. 

7. Meningkatkan daya saing perusahaan baik secara nasional maupun internasional, 

sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi 

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pedoman GCG disusun sebagai pedoman dan untuk memberikan arahan dalam 

pengelolaan Perusahaan kepada:  

1. Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  

2. Organ pendukung Dewan Komisaris  

3. Para Pemangku Kepentingan Perusahaan 
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1.4 Landasan Hukum dan Hirarki Dokumen 

1.4.1 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman GCG 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perusahaan Terbatas. 

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Negara. 

8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. 

9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan. 

10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang.  

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya 

sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang 
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Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara. 

12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 

tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara. 

13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

14. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang 

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 

Direksi Badan Usaha Milik Negara.  

15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

09/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatuhan (Fit and 

Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN. 

16. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No SK-

16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi 

Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-431/Bl/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan 

Emiten Atau Perusahaan Publik. 

18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 

45/PM/2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan 

Publik. 

19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 

412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 

Transaksi Tertentu. 

20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-347/Bl/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan 

Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 
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21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan 

Nomor Kep -496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.  

23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka. 

24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite 

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang 

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 

27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang 

Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau 

Perusahaan Publik. 

28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang 

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 

29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 

30. The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), 2014. 

31. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (Road Map Good Corporate 

Governance). 

32. Akta Notaris Leolin Jayanti SH, Nomor 70 tanggal 22 April 2015, tentang 

Anggaran Dasar Perusahaan. 
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1.4.2 Hirarki Dokumen 

  

 

 Hirarki Dokumen GCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

1.5 Istilah-istilah yang Digunakan 

a. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang lebih dari 50% sahamnya 

dimiliki oleh Perusahaan dan/atau Perseroan Terbatas yang  dikendalikan 

Perusahaan. 

b. Aset adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik 

Perusahaan. 

c. Auditor Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk 

melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk memberikan pendapat yang 

independen dan obyektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian 

laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

d. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Insan Perusahaan karena 

kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai 

perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan 

ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung 

terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan. 

Undang-Undang
Peraturan 
Menteri

Keputusan 
Menteri

Peraturan 
Bapepam/OJK

Pedoman GCG

Board Manual Pedoman Etika Whistleblowing System

Anggaran Dasar 
Perusahaan

Blueprint
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e. Daftar Khusus adalah daftar yang berisi catatan kepemilikan saham Anggota 

Direksi, Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan 

dan/atau perusahaan lain termasuk tanggal saham tersebut diperoleh. 

f. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan 

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,  

dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan 

keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan 

(Board). 

g. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan 

serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur 

sebagai satu kesatuan Dewan (Board). 

h. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari 

suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika berusaha.1 

i. Insan Perusahaan adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Organ Pendukung 

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan maupun Anak 

Perusahaan. 

j. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang 

Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau 

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

k. Mitra Kerja adalah perusahaan yang menjadi mitra Perusahaan dalam 

kegiatan seperti, namun tidak terbatas,  Kontrak Operasi Bersama (Join 

Operation Contract), Joint Venture dan mitra usaha lainnya. 

                                                 
1Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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l. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris serta Direksi. 

m. Karyawan adalah karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan, diangkat sebagai Karyawan tetap dengan ketetapan perusahaan 

yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di 

Perusahaan.  

n. Perusahaan adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  

o. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan 

Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. 

p. Remunerasi adalah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diberikan 

Perusahaan dan diterima oleh Insan Perusahaan. 

q. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran 

tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan. 

r. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis yang 

mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh 

Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.  

s. Semen Indonesia Grup (SIG) adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan 

Anak Perusahaan. 

t. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

Perusahaan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh 

keputusan strategis dan operasional Perusahaan. 
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1.6 Prinsip-Prinsip GCG2 

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan didasari atas prinsip-prinsip:  

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai Perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

4. Independen (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-

hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundangundangan. 

 

1.7 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 

1.7.1 Visi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Menjadi Perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. 

 

1.7.2 Misi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya 

yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan 

teknologi ramah lingkungan. 

                                                 
2 Pasal 3, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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 Mewujudkan manajemen berstandar internasional dengan menjunjung 

tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan dan inovatif. 

 Meningkatkan keunggulan bersaing di domestik dan internasional. 

 Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk 

meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. 

 Memberikan kontribusi dalam peningkatan para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

1.7.3 Budaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Budaya korporasi Perusahaan disusun dalam akronim “CHAMPS” yang 

mengandung nilai-nilai budaya sebagai berikut: 

- Compete with synergized and clear vison, yaitu Ciptakan visi jelas yang sinergis 

untuk bersaing. 

- Having spirit of Continuous Learing, yaitu Hidupkan semangat belajar terus 

menerus. 

- Act with high accountability, yaitu Amalkan tugas dengan akuntabilitas tinggi. 

- Meet Customer Expectation, yaitu Mantapkan usaha untuk penuhi harapan 

pelanggan. 

- Perform ethically with high integrity, yaitu Praktikkan etika bisnis dengan 

integritas tinggi. 

- Strengthening Teamwork, yaitu Senantiasa tingkatkan kerjasama. 
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BAB 2 STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 

Perusahaan merupakan badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang 

mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian 

BUMN. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus tunduk dan patuh terhadap 

UU, Peraturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang saham (Kementrian 

BUMN). Terkait dengan kedudukannya sebagai perusahaan terbuka yang juga 

mendapatkan modal dari masyarakat, Perusahaan juga harus tunduk dan patuh 

terhadap Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 

Merujuk pada kondisi tersebut maka struktur tata kelola Perusahaan disusun dengan 

merujuk pada Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pedoman OJK 

dalam The Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM). Struktur tata kelola 

perusahaan yang dimaksud dan harus dimiliki oleh Perusahaan ialah sebagai berikut: 

1. Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris, dan Direksi 

2. Internal auditor 

3. External Auditor 

4. Komite Audit 

5. Sekertaris Perusahaan 

Sebagai tambahan dari struktur tata kelola diatas, perusahaan juga dapat membentuk 

dewan komite seperti: 

1. Komite Kebijakan Manajemen Risiko 

2. Komite GCG 

3. Komite Nominasi dan Remunerasi 

4. Dan komite lainya  
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Perusahaan harus memiliki Board Manual sebagai infrastruktur yang diperlukan dalam 

rangka mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung 

dibawahnya.   

 

BAB 3 DOKUMEN INTERNAL PERUSAHAAN 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip GCG sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan dalam rangka 

tercapainya tujuan melalui peningkatan kinerja Perusahaan. Peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan dapat diperoleh melalui integritas bisnis yang didukung dengan 

pengaturan seluruh fungsi operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk itu 

Perusahaan harus memiliki kelengkapan dokumen internal,3 seperti: 

3.1 Anggaran Dasar Perusahaan 

Anggaran Dasar Perusahaan dan segala macam bentuk mekanisme dan tata cara 

perubahan isinya termasuk pelaksanaanya dapat merujuk antara lain pada Undang-

Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan/ketentuan OJK. 

3.2 Peraturan Internal Perusahaan 

Peraturan Internal Perusahaan merupakan panduan bagi internal shareholder dalam 

menerapkan Anggaran Dasar Perusahaan. Bentuk dan isinya tidak boleh 

bertentangan dengan isi dari Anggaran Dasar Perusahaan, dan apabila terjadi 

pertentangan maka aturan yang digunakan ialah Anggaran Dasar Perusahaan. 

Bentuk dari peraturan internal Perusahaan dapat berupa: 

a) Peraturan yang mengatur tata kerja Karyawan. Perusahaan, dalam rangka 

mengatur tata kerja pegawainya dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama, 

dimana isinya sekurang-kuranganya merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kerja 

No.13 Tahun 2003. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini ialah 

                                                 
3 The Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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dua (2) tahun, dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama satu (1) 

tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan serikat 

Karyawan.  Perusahaan menganggap Karyawan sebagai aset utama Perusahaan 

yang sangat berperan dalam perkembangan perusahaan. Oleh karena itu sumber 

daya manusia dikelola oleh Perusahaan secara optimal guna memastikan bahwa 

Perusahaan selalu memiliki Karyawan yang unggul dan dapat diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Secara terencana, Perusahaan melakukan 

pemenuhan kebutuhan Karyawan untuk memastikan ketersediaannya sesuai 

dengan kebutuhan dan sebagai proses kaderisasi dalam rangka menjaga 

kesinambungan kegiatan usaha Perusahaan. Penerimaan Karyawan dilakukan 

melalui proses seleksi yang transparan dan objektif. Perusahaan tidak melakukan 

diskriminasi dalam proses penerimaan Karyawan dengan cara membedakan latar 

belakang suku, agama, gender dan hal lainnya. Penempatan Karyawan dilakukan 

sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.  Pengembangan karir bagi 

Karyawan merupakan bagian utama dari proses pembinaan di perusahaan yang 

dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan untuk 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Karyawan dan Perusahaan. Promosi 

dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karir Karyawan dan 

kebutuhan perusahaan. Perusahaan menjamin bahwa setiap Karyawan 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi 

jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan. Sedangkan demosi dilakukan dengan mempertimbangkan 

unsur pembinaan dan ketegasan dalam penerapan punishment dengan tetap 

mengedepankan prinsip keadilan. Perusahaan memberikan program 

pembekalan kepada Karyawan yang akan memasuki masa purna bakti atas beban 

Perusahaan. 

 

b) Kebijakan sistem penilaian kinerja dan remunerasi. Perusahaan menetapkan 

sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisa 

serta dapat digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment atas 

capaian kinerja. Perusahaan menetapkan target kinerja yang didasarkan pada 
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asumsi-asumsi dan analisa yang realistis dan akurat serta dapat memberikan 

motivasi untuk mencapainya. Penilaian kinerja dilakukan secara adil, transparan 

dan independen dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan 

dengan mempertimbangkan aspek relevan, dapat diukur (measurable), dapat 

diperbandingkan (comparable), komprehensif dan wajar (reasonable). Indikator 

kinerja bagi Direksi ditetapkan bersama antara Pemegang Saham, Direksi dan 

Dewan Komisaris dan dituangkan di dalam Kontrak Manajemen. Dewan 

Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi berdasarkan indikator 

kinerja tersebut serta target-target yang telah ditetapkan untuk dilaporkan 

kepada Pemegang Saham. Adapun penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris 

dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja yang telah 

ditetapkan secara self-assessment dengan menggunakan kriteria penilaian yang 

telah disetujui bersama oleh Dewan Komisaris. Penilaian kinerja bagi Pekerja 

dilakukan berdasarkan pada hasil kerja dan kompetensi Karyawan. Hasil 

penilaian kinerja tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pemberian 

remunerasi, mutasi dan pengembangan Karyawan serta reward and punishment 

lainnya. Perusahaan memiliki sistem remunerasi yang dibangun secara adil dan 

transparan. Perusahaan melakukan riviu secara berkala terhadap sistem 

remunerasi dengan mempertimbangkan faktor inflasi, peraturan perundang-

undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan faktor penting lainnya. 

 

c) Kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan dan akuntansi. 

Perusahaan melakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara profesional 

dan terbuka berdasarkan prinsip kehati-hatian. Perusahaan menjamin bahwa 

kebijakan akuntansi perusahaan merefleksikan setiap transaksi keuangan dan 

perubahan aset serta menjamin bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara 

akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengelolaan 

keuangan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

akuntabilitas melalui pemisahan fungsi dan tugas secara jelas yaitu antara fungsi 

verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran serta 

otorisasi. Perusahaan juga menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal 
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pendelegasian wewenang dan pemberian otorisasi terkait pengelolaan keuangan 

sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel. Laporan 

keuangan perusahaan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum. Perusahaan tidak membenarkan adanya manipulasi dalam penyusunan 

laporan keuangan Perusahaan. 

 

d) Kebijakan terkait penerapan Integrated Governance, Risk and Compliance 

(“GRC Terpadu”). Perusahaan menyadari praktik pengelolaan perusahaan secara 

profesional dan bertanggungjawab melalui penerapan Good Corporate 

Governance (GCG), Enterprise Risk Management (ERM), dan Compliance 

Management System (CMS) secara terpadu perlu dikembangkan. Dengan 

mengimplementasikan GRC Terpadu, pengelolaan fungsi-fungsi pengawasan 

(assurance functions) dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta didukung 

dengan sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya di seluruh Semen 

Indonesia Group dan Anak Perusahaan melalui sistem teknologi informasi dan 

komunikasi Single Platform GRC Terpadu. Untuk tujuan tersebut, Perusahaan 

menetapkan Pedoman Penerapan GRC Terpadu sebagai wujud komitmen dan 

kebijakan Perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan secara profesional dan 

bertanggungjawab dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem, struktur dan 

infrastruktur GRC Terpadu yang berlaku bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan. 

 

e) Kebijakan terkait pelaksanaan manajemen mutu. Perusahaan berkomitmen 

untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu di 

semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan 

kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas 

dan daya saing. Perusahaan mendorong untuk dilaksanakannya sistem 

manajemen mutu secara terus menerus, proaktif, sistematis dan menjadi budaya 

kerja. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa sistem manajemen mutu harus 

dilaksanakan oleh semua pekerja di semua tingkat dilandasi dengan prinsip 

mengutamakan kepentingan Perusahaan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan 

Stakeholders, melibatkan seluruh jajaran Perusahaan serta memperhatikan 
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lingkungan. Perusahaan akan terus melakukan upaya perbaikan atau 

peningkatan mutu secara berkesinambungan. 

 

f) Kebijakan tata kelola teknologi informasi. Perusahaan menetapkan tata kelola 

teknologi informasi yang selaras dengan strategi dan tujuan Perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki Perusahaan. Penerapan 

tata kelola teknologi informasi dilakukan sesuai dengan Pedoman Tata Kelola ICT 

(Information & Communication Technology), yang disusun untuk memastikan 

bahwa data/informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah akurat, mudah 

diakses, dapat digunakan sesuai kebutuhan, memudahkan pelaporan, terpercaya 

dan aman. Perusahaan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk 

menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan dapat diandalkan sehingga dapat 

memberikan nilai tambah yang optimal bagi Perusahaan. Untuk terus 

meningkatkan efektivitas tata kelola teknologi informasi, Perusahaan menyusun 

blue print atau master plan pengembangan teknologi informasi beserta 

tahapannya dengan mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan sumberdaya 

dan perkembangan kondisi lingkungan bisnis.   

 

g) Kebijakan terkait pengelolaan asset. Perusahaan melakukan pengelolaan aset 

berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas setiap 

aset Perusahaan (highest and best uses) secara prudent. Perusahaan memandang 

bahwa aset perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (tangible) 

dan nyata tapi juga harta intelektual (intellectual property). Perusahaan 

melindungi intellectual property yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak 

melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya. Perusahaan menghargai 

hak-hak intellectual property yang sah dari Perusahaan atau pribadi lain. 

Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merek dagang atau 

hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain. Perusahaan 

melakukan pengelolaan aset secara tepat sehingga semua informasi terkait aset 

dapat diketahui dengan cepat dan mudah dengan demikian akan memudahkan 

proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi 
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aset. Perusahaan melakukan pengamanan fisik terhadap seluruh aset 

perusahaan. Perusahaan selalu menjaga  agar setiap aset Perusahaan, memiliki 

dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas aset tersebut.  

 

h) Kebijakan terkait pengembangan usaha. Perusahaan memandang bahwa 

pengembangan usaha merupakan fungsi strategis yang dijalankan dalam rangka 

menjaga kelangsungan bisnis serta meningkatkan pertumbuhan dan daya saing 

perusahaan.  Dalam kegiatan pengembangan usaha, Perusahaan berpedoman 

pada prinsip-prinsip: 

 Kehati-hatian (Prudent), yaitu perencanaan dan pelaksanaan didasarkan 

pada kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko. 

 Profesional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan mengutamakan keahlian, 

kemandirian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Rahasia, yaitu informasi dalam rencana pengembangan Perusahaan tidak 

disalahgunakan untuk kepentingan pihak di luar Perusahaan. 

Setiap kegiatan pengembangan usaha akan dilakukan Perusahaan berdasarkan 

pertimbangan dan analisis mengenai aspek industri dan usaha, aspek hukum dan 

kepatuhan, aspek manajemen risiko, aspek strategis dan pemasaran, aspek 

keuangan dan keekonomian, serta aspek lingkungan dan sosial. 

 

i) Kebijakan terkait hubungan dengan Anak Perusahaan. Perusahaan 

senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya 

membangun sinergi dan meningkatkan citra perusahaan, sesuai prinsip-prinsip 

GCG dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

j) Kebijakan terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (“K3L”). 

Perusahaan senantiasa mengutamakan K3L. Perusahaan berprinsip bahwa 

pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka 

panjang. Perusahaan berkomitmen menetapkan aspek K3L dalam setiap kegiatan 
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secara konsisten untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan 

mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (zero accident). 

Perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan 

memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana perusahaan 

lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan 

dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan mengutamakan upaya-

upaya prefentif dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. 

Oleh karena itu, Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua 

sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk memastikan 

kesiapannya dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 

 

k) Kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, Perusahaan senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat 

dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka, adil, tidak 

diskriminatif dan akuntabel. Perusahaan menerapkan proses pengadaan barang 

dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan mempertimbangkan prinsip 

keterbukaan, efisiensi biaya dan kompetitif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa 

Perusahaan memperoleh barang atau jasa dengan harga yang kompetitif dan 

kualitas yang terbaik. Perusahaan senantiasa mematuhi standar etika dalam 

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemasok/vendor untuk memastikan bahwa rantai 

pasokan (supply chain) berjalan dengan efektif dan efisien, karena kemampuan 

pemasok/vendor akan mempengaruhi kualitas output Perusahaan. Dokumen 

pengadaan barang dan jasa yang harus dirahasiakan akan dijaga kerahasiaannya 

guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Perusahaan senantiasa menjaga independensi proses pengadaan barang dan jasa. 

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi dan pembaharuan kebijakan 

pengadaan sesuai dengan berbagai peraturan yang berlaku. Perikatan antara 

Perusahaan dan Penyedia Barang dan Jasa dituangkan ke dalam kontrak 

pekerjaan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam hubungan 
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bisnis yang saling menguntungkan. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak pekerjaan 

tersebut dengan penuh tanggung jawab.  

l) Kebijakan terkait penerapan pengendalian internal.  Perusahaan 

menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk 

mengamankan investasi dan aset perusahaan yang antara lain mencakup 

lingkungan pengendalian, pengkajian, dan pengelolaan risiko aktivitas 

pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta monitoring.  Pelaksanaan 

sistem pengendalian internal dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan dan  unit 

Internal Audit Perusahaan yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan 

evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan 

tata kelola Perusahaan dalam rangka memastikan efektivitas pencapaian tujuan 

Perusahaan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian 

internal di Perusahaan dilakukan Komite Audit melalui penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit dan 

Auditor Eksternal, memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem 

pengendalian internal dan memastikan telah terdapatnya prosedur riviu yang 

memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan. Secara 

fungsi, Internal Audit dan Komite Audit memiliki pola hubungan yang jelas dan 

baku sebagaimana tertuang di dalam Internal Audit Charter dan Piagam Komite 

Audit. Perusahaan mengembangkan suasana dan lingkungan positif dengan 

menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai, dan standar etika dalam upaya menjaga 

efektivitas sistem pengendalian internal. Perusahaan melakukan pemantauan 

secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan 

dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. 

 

m) Kebijakan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan menyadari bahwa perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat 

sekitar mengingat keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang 
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harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. 

Untuk itu Perusahaan menetapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) sebagai upaya strategis yang merupakan bagian 

dari visi dan misi Perusahaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga 

tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan 

pertumbuhan Perusahaan. Pelaksananaan tanggung jawab sosial perusahaan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, partnership, 

community development dan sustainable. Dalam menetapkan program-program 

terkait tanggung jawab sosial perusahaan, Perusahaan merancang sedemikian 

rupa sehingga tidak menciptakan ketergantungan di masyarakat. 

 

n) Kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini 

dimaksudkan agar pemegang saham/investor memperoleh pemahaman lebih 

jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, dan agar 

pemegang saham/investor dapat memberikan masukan kepada perusahaan, 

sebagaimana diatur dalam Kebijakan Komunikasi Perusahaan. Kebijakan ini 

diunggah dalam website Perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan 

kesetaraan kepada seluruh pemegang saham/investor dan untuk meningkatkan 

partisipasi dan peran pemegang saham/investor dalam pelaksanaan program 

komunikasi perusahaan.  

 
o) Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur. Kebijakan ini digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur, dengan tujuan 

untuk menjaga terpebuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur kepada 

Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. 

 
p) Kebijakan terkait keterbukaan informasi. Perusahaan membuat kebijakan 

terkait dengan pengungkapan Informasi Perusahaan yang disusun untuk 

menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa 

Perusahaan telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang 
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merupakan Informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada Publik 

secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa 

memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. 

q) Kebijakan terkait pencegahan terjadinya informasi orang dalam (insider 

trading). Perusahaan berupaya untuk meminimalisir terjadinya insider trading 

dengan menetapkan standar etika yang wajib dipatuhi oleh Insan Perusahaan, 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. 

 
r) Kebijakan dalam rangka menjaga rahasia perusahaan. Dalam menerapkan 

prinsip keterbukaan informasi, Perusahaan berpegang kepada ketentuan 

kerahasiaan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, peraturan 

perundangan dan Pedoman Etika Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas 

pada: 

 Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan 

informasi Perusahaan; 

 Internal auditor, external auditor, anggota komite di bawah Dewan Komisaris 

dan Karyawan wajib merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu 

melaksanakan tugasnya. 

 

s) Kebijakan terkait benturan kepentingan. Perusahaan melarang setiap Insan 

Perusahaan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan. 

Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan 

kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang 

berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial. Perusahaan 

menetapkan kebijakan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh setiap Insan 

Perusahaan semata-semata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Apabila 

karena suatu kondisi tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan maka 

Perusahaan mewajibkan yang bersangkutan untuk mengungkapkannya dan 

Perusahaan melarang yang bersangkutan berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Perusahaan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan 
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Anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan 

dan/atau di perusahaan lain ke dalam Daftar Khusus sebagaimana 

dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Pemegang 

Saham, Perusahaan melarang adanya campur tangan dalam kegiatan operasional 

Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 

mematuhi aturan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu mengenai larangan bagi 

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan 

rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

upaya menghindari potensi benturan kepentingan.  

 

t) Kebijakan terkait praktik anti korupsi, gratifikasi dan fraud. Kebijakan anti 

korupsi, gratifikasi dan fraud bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha 

Perusahaan dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip GCG. 

Kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk pencegahan Perusahaan 

terhadap praktik korupsi, baik memberi ataupun menerima dari pihak lain, 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan, Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi, dan pedoman terkait lainnya. 

 
u) Kebijakan terkait penerapan Whistleblowing System. Untuk meningkatkan 

kepatuhan Insan Perusahaan terhadap peraturan Perusahaan dan standar etika 

yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perusahaan 

menetapkan dan menerapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 

(Whistleblowing System) di lingkungan Perusahaan. Sistem Pelaporan 

Pelanggaran (Whistleblowing System) merupakan sistem yang digunakan untuk 

menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas 

informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang 

terjadi di lingkungan Perusahaan. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme 

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini akan mendapatkan 

perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian sanksi dan hukuman yang 
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tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi 

mereka yang berniat melakukan hal tersebut.  Sistem Pelaporan Pelanggaran 

(Whistleblowing System) yang efektif akan mendorong partisipasi baik Karyawan 

maupun stakeholders di luar Perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran dengan melaporkannya ke Perusahaan. Hal ini 

berarti bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

diharapkan mengubah budaya “diam” menuju ke arah budaya “kejujuran dan 

keterbukaan”. 

 

3.3 Pedoman Etika Perusahaan 

Pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, sehingga diperlukan 

Pedoman Etika sebagai acuan bagi Insan Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan 

merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku dalam menjalankan bisnis di 

Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, yang disusun dan digunakan 

sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan tingkah 

laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etik (ethical sensibility), 

berpikir etik (ethical reasoning), dan berperilaku etik (ethical conduct).  
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BAB 4 DEWAN KOMISARIS 

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan 

maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tata tertib dan 

pedoman tugas Dewan Komisaris disajikan dalam Board Manual untuk memastikan 

bahwa tugasnya dapat dilaksanakan secara objektif dan efektif.  

4.1 Wewenang Dewan Komisaris 4 

4.1.1 Wewenang dan Hak Dewan Komisaris 

Agar dapat melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwewenang dan berhak 

untuk:  

1. Memasuki bangunan dan halaman tinggal atau tempat lain yang 

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak 

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa 

dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk 

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 

2. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan 

dengan pengurusan Perusahaan kepada Direksi dan Direksi wajib 

memberikan penjelasan. 

3. Memiliki akses dan memperoleh informasi mengenai Perusahaan 

secara tepat waktu dan lengkap. 

4. Dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak memberhentikan untuk 

sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) 

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan 

lainnya atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang 

mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar 

Perusahaan. 

                                                 
4Chapter 4. The Board of Commissioners, The Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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5. Menerima uang jasa/ honorarium, insentif, asuransi, tantiem, fasilitas 

dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang 

jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 

 

4.2. Pengangkatan  dan Pemberhentian  Dewan Komisaris 

4.2.1 Pengangkatan 7 

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses yang 

transparan. 

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan 

dapat diangkat kembali Anggaran dasar mengatur tata cara 

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan 

Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota 

Dewan Komisaris. 

 

4.2.2 Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS dengan 

menyebutkan alasan yang masuk akal dan anggota Dewan Komisaris yang 

bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri. Tata cara 

pemberhentian Anggota Dewan Komisaris merujuk pada peraturan: 

1. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 

2. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

3. Peraturan Mentri BUMN, Per-02/MBU/2015 Tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

4. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

                                                 
7UUPT no 40 Tahun 2007 pasal 111. 
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4.3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris 

Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan atau merujuk pada peraturan: 

1. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 

2. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

3. Peraturan Mentri BUMN, Per-02/MBU/2015 Tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

4. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

 

4.4. Komposisi Dewan Komisaris8 

Komposisi Dewan Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat 

serta dapat bertindak secara independen.  

4.3.1 Komisaris Utama 

Komisaris Utama diangkat dari 1 (satu)  diantara anggota Dewan Komisaris. 

Komisaris Utama memiliki posisi yang sama dengan Komisaris lainnya. Tugas 

Komisaris Utama Dewan Komisaris sebagai primus inter pares adalah 

mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. 

4.3.2 Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar 

Perusahaan yang selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan 

Komisaris secara umum dan khusus, juga wajib memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, 

                                                 
8Chapter 4.The Board of Commissioners, Section C.The Composition of the Board of Commissioners, The 
Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai 

Komisaris Independen pada periode berikutnya;  

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

Perusahaan;  

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Anggota 

Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama 

Perusahaan; dan  

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.  

Penunjukan Komisaris Independen dilakukan merujuk pada aturan Kementrian 

BUMN dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah Komisaris Independen adalah 

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan 

Komisaris. Komisaris Independen mempunyai misi untuk mendorong terciptanya 

iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara 

berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan 

stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan 

Komisaris. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk 

mendorong mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

di dalam Perseroan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat 

melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara 

efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.  

 

4.4 Organ Pendukung Dewan Komisaris12 

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk 

membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta 

merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang 

                                                 
12Chapter 4.The Board of Commissioners, Section D.The Structure and Committees of The Board of 
Commissioners, Committees Established by a Board of Commissioners, The Indonesian Corporate 
Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan dengan Surat 

Keputusan Dewan Komisaris. Setiap komite diketuai oleh salah satu Anggota Dewan 

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

4.4.1 Komite Audit  

Komite  Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait  

dengan informasi keuangan yang diterbitkan Perusahaan serta sistem 

pengendalian internal Perusahaan. Komite Audit bertugas membantu Dewan 

Komisaris dalam: 

i. Memastikan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan Perusahaan  kepada publik dan/atau pihak otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 

dengan informasi keuangan Perusahaan;  

ii. Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;   

iii. Pemberian pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang 

diberikannya;  

iv. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang 

lingkup penugasan dan fee;  

v.  Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan 

auditor internal;  

vi. Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi 

dan pelaporan keuangan Perusahaan; 

vii. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan 

viii. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.  
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Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.  Anggota 

Komite Audit  paling sedikit  berjumlah 3 orang dan diketuai oleh Komisaris 

Independen.  

 

4.4.2 Komite Nominasi dan Remunerasi 

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan 

fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.13  

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab sekurang-

kurangnya 14:  

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:  

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  

a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan 

Komisaris;  

b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses 

Nominasi; dan  

c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau 

Anggota Dewan Komisaris. 

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota 

Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak 

ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;  

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau 

Anggota Dewan Komisaris; dan  

                                                 
13 POJK 4/2014 No 33 Pasal 1. 

14 POJK 4/2014 no 34. 
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4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota 

Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan 

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.  

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:  

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  

a) Struktur remunerasi;  

b) Kebijakan atas remunerasi; dan  

c) Besaran atas remunerasi. 

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan 

kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota 

Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.  

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen. Rapat 

Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.  

 

4.4.3 Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi  

Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi bertugas membantu Dewan 

Komisaris dalam: 

a. Melakukan reviu atas pelaksanaan strategi, manajemen risiko dan 
investasi.  

Tugas bidang strategi antara lain: 

- Melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur RKAP, RJPP dan atau 
kebijakan strategi bisnis;  

- Melakukan reviu atas usulan RKAP, RJPP dan strategi bisnis;  

- Melakukan revu atas pelaksanaan RKAP, RJPP dan strategi bisnis.  

Tugas bidang manajemen risiko antara lain: 

- Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang 
mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, pengendalian 
internal Perusahaan, termasuk kebijakan metodologi dan 
infrastruktur;  

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang 
digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi 
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penyempurnaan lebih lanjut;  

- Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan 
manajemen risiko termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang 
bertanggung jawab dibidang manajemen risiko dan memantau 
pelaksanaan manajemen risiko;  

- Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;  

- Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko atas permintaan 
dari Dewan Komisaris;  

- Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan 
rencana pendidikan berkelanjutan bagi personel dalam bidang 
manajemen risiko;  

- Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan 
dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk 
Management (ERM) dalam Perusahaan; 

- Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah 
ditetapkan Perusahaan.   

Tugas bidang Investasi antara lain : 

- Melakukan reviu kebijakan dan prosedur investasi Perusahaan;  

- Melakukan reviu atas usulan investasi dan atau capex yang diajukan 
Direksi sesuai dengan aturan kewenangan Dewan Komisaris;  

- Melakukan monitoring pelaksanaan investasi/ CAPEX yang telah 
disetujuI Dewan Komisaris secara sampling.  

b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan komisaris untuk melakukan 
kajian atas masalah tertentu;  

c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran komite untuk disampaikan ke 
Dewan Komisaris.15  

 

Komposisi anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi terdiri dari 

satu atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen 

dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang strategi, manajemen risiko, 

dan investasi serta memahami peraturan perundang-undangan terkait. Komite 

Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi harus menjalankan tugas secara obyektif 

dan independen.  Organisasi, tugas dan tanggungjawab serta tata laksana kerja 

                                                 
15 Charter Komite Strategis, Manajemen Risiko  dan Investasi  Semen Gresik Tahun 2009. 
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Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja 

(Charter) Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi. 

 

4.4.4 Sekretariat Dewan Komisaris  

Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dengan fungsi pokok 

membantu Dewan Komisaris untuk memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris 

dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Kebijakan umum terkait dengan 

pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

a. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan 

Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dibantu staf Sekretariat 

Dewan Komisaris.16 

b. Fungsi utama Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan 

Komisaris adalah menjalankan tugas-tugas administrasi dan 

kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris 

termasuk membuat Risalah Rapat Komisaris.  

c. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris 

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. 

 

4.5 Rapat Dewan Komisaris17 

Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurangnya sekali dalam sebulan18 dan apabila 

dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari 

jumlah Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis Rapat Direksi. Dewan 

Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi sekurangnya secara berkala paling 

                                                 
16Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 
17Chapter 3. The Internal Corporate Documents, Section C. Company Codes of Corporate Governance, The 
Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014 
18Pasal 14 ayat (1), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 
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kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 19 

Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris yaitu 

sebagai berikut: 

a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris 

Utama atau oleh Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat 

tertulis harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.  

b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari 

seluruh Anggota Dewan Komisaris 20 

c. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota 

Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat 

kuasa secara tertulis.  

d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan 

Komisaris lain yang diwakilinya. 

e. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan 

Komisaris harus dibuatkan suatu Risalah Rapat atau notulen. Risalah Rapat 

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah satu Anggota Dewan Komisaris 

lainnya yang hadir. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka 

penandatanganan tidak disyaratkan. 

f. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh Anggota 

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 

secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut (keputusan 

sirkuler). Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan 

Komisaris21. 

                                                 
19 POJK 4/2014 no 33. 
20 POJK 4/2014 No 33 Pasal 31. 
21Pasal 16 Ayat (15) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
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4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

4.6.1 Tugas Dewan komisaris 

Mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris diatur dalam 

Board Manual, namun dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasihatan 

Dewan Komisaris berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: 

1. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan 

Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 

2. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan 

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, 

baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi 

nasihat kepada Direksi. 22 

3. Melakukan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 

Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

4. Melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip GCG, dengan 

mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi 

(The Duty of Loyaty), oleh karenanya Dewan Komisaris dilarang : 

 Berpartisipasi di perusahaan pesaing; 

 Turut andil dalam transaksi Perusahaan tanpa terlebih dahulu 

mengungkapkan transaksi tersebut dan memperoleh persetujuan 

dari Dewan Komisaris atau RUPS; 

 Menggunakan properti dan fasilitas Perusahaan untuk kebutuhan 

pribadi; 

 Mengungkapkan informasi rahasia/non-publik; 

 Menggunakan informasi Perusahaan atau peluang bisnis untuk 

keuntungan pribadi. 

5. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris bersifat kolegial 

(majelis). 

                                                 
22 POJK 04/2014 no 33. 
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6. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan bukan hanya dengan 

menerima informasi dari Direksi dan/atau RUPS tetapi juga dapat 

dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain berdasarkan 

informasi dari sumber lain. 

7. Pengawasan Dewan Komisaris mencakup semua aspek bisnis dan aspek 

korporat dari Perusahaan dan tidak hanya terhadap tindakan-tindakan 

Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut 

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. 

8. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan 

mengenai kegiatan operasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

Direksi.23   

9. Dalam keadaan di mana terjadi kekosongan Direksi atau dalam situasi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar, 

Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi secara sementara 

dengan persetujuan RUPS. 

10. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat dibantu oleh 

Komite-Komite Dewan Komisaris atau tenaga ahli lainnya yang 

memberikan saran profesional secara independen atas beban 

Perusahaan. 

4.6.2 Tanggung Jawab  Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk 

menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban dengan itikad baik, hati-

hati dan profesional (The Duty of Care). 

3. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolektif 

untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 

                                                 
23Chapter 4. The Board of Commissioners, The Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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4. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi 

atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya. 

5. Anggota Dewan Komisaris wajib menundurkan diri apabila terlibat 

dalam kejahatan keuangan. Yaitu adanya status terpidana terhadap 

Anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan 

keuangan yang dimaksud termasuk seperti manipulasi dan berbagai 

bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana 

pencucian uang24. 

6. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksaaan 

pengawasan oleh Direksi dalam rangka memberikan pelunasan dan 

pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS. 

 

4.7 Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas 

4.7.1 Program Orientasi. 

Program Orientasi wajib dilaksanakan pada  Anggota Dewan Komisaris yang baru 

pertama diangkat dan dilaksanakan saat awal pengangkatan Anggota Dewan 

Komisaris agar anggota Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang sama tentang 

operasi dan usaha Perusahaan beserta kesempatan dan tantangannya.   

Pelaksanaan Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan 

atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan. Program Orientasi dapat juga 

berupa program-program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan 

Perusahaan. 

b. Sekretaris Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

Program Orientasi25.   

                                                 
24 POJK No. 21 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 
25Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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4.7.2 Program Peningkatan Kapabilitas  

Merupakan program yang bertujuan agar Dewan Komisaris dapat selalu 

memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari industri  dan bisnis 

Perusahaan serta  pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Perusahaan secara teratur mengadakan 

Program Pembelajaran yang berkelanjutan bagi Dewan Komisaris dengan agenda 

dan materi sesuai kebutuhan Dewan Komisaris. 

 

4.8 Evaluasi Kinerja dan Pelaporan 

Dewan Komisaris wajib dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam RUPS. Hasil 

evaluasi kinerja Dewan Komisaris dapat digunakan untuk:  

1.1. Dasar pemberian remunerasi dan insentif.  

1.2. Bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan Anggota 

Dewan Komisaris sewaktu-waktu apabila tidak dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. 26 

1.3. Sarana penilaian efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan dasar pembebasan 

dari tanggung jawab (acquit et de charge).27 

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 28: 

a. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS 

mengacu pada Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance indicators) yang 

ditetapkan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  

b. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat 

oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.  

                                                 
26Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 

dan Pemberhentian Anggota Dekom dan Dewan Pengawas BUMN. 
27Chapter 4.The Board of Commissioners, Section G. Evaluation and Education of the Board of 

Commissioners, The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
28Pasal 15 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 



P T  S e m e n  I n d o n e s i a  ( P e r s e r o )  T b k .  | 38  
 

 

 

 

 

Terkait dengan pelaporan, Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk29: 

a. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain termasuk setiap 

perubahannya. 

b. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan 

selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 

Evaluasi kinerja dan pelatihan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara internal atau 

oleh pihak ketiga untuk memastikan independensinya. 

 

4.9 Remunerasi31 

Anggota Dewan Komisaris diberikan biaya honorarium termasuk fasilitas dan/atau 

tunjangan lainnya, dan manfaat pensiun (santunan purna jabatan) dalam jumlah yang 

ditentukan oleh RUPS. Rincian kebijakan remunerasi untuk komisaris diungkapkan 

dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan. Rincian seperti gaji tahunan dan bonus 

Dewan Komisaris juga dipublikasikan dalam laporan keuangan tahunan. Hal tersebut 

menjadi salah satu poin pembahasan dalam agenda RUPS Tahunan. 

                                                 
29Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. 
31Chapter 4.The Board of Commissioners, Section H.The Remuneration of Commissioners, The Indonesian 

Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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BAB 5 DIREKSI 

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas 

pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan 

sesuai ketentuan Anggaran Dasar.  

5.1.  Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 

Pembagian tugas dan kewenangan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Jika RUPS tidak 

menetapkan pembagian tugas dan kewenangan Direksi, maka pembagian tugas dan 

kewenangan masing-masing anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi. 

5.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi   

1. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 

2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan 

perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 32. 

3. Membuat daftar  pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan 

risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan dan 

memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan dengan  

menyelenggarakan sedikitnya 5 (lima) tugas utama  yaitu kepengurusan, 

manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung 

jawab sosial sebagai berikut: 

a. Kepengurusan 

- Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta Rencana   

jangka panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

Tahunan  untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 

                                                 
32 POJK nomor 33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 
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- Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh 

Perusahaan secara efektif dan efisien.  

- Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari 

pemangku kepentingan (stakeholders).  

- Direksi dapat memberikan kuasa kepada organ pendukung yang 

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada 

karyawan Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun 

tanggungjawab utama tetap berada pada Direksi. 

- Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja dalam bentuk 

piagam (yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Board Manual 

dan Anggaran Dasar) untuk memastikan bahwa tugasnya 

dilaksanakan secara objektif dan efektif. Piagam tersebut juga dapat 

digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja. 

b. Manajemen Risiko 

- Direksi harus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen 

Risiko Perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan 

Perusahaan. 

- Setiap keputusan strategis yang diambil, termasuk penciptaan 

produk atau jasa baru, dibuat secara hati-hati mempertimbangkan 

eksposur risiko, dan memastikan keseimbangan yang tepat antara 

manfaat dan risikonya. 

- Direksi perlu membentuk unit kerja atau fungsi yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko 

untuk memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik.  

c. Pengendalian Internal 

- Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian 

internal Perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan 

dan kinerja Perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-

undangan. 
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- Direksi harus membentuk unit kerja atau fungsi pengawasan internal 

yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan mempunyai 

hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 

- Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan 

intern secara periodik kepada Dewan Komisaris. 

- Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan 

intern di Perusahaan. 

d. Komunikasi 

- Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan 

dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi 

Sekretaris Perusahaan. 

- Direksi harus membentuk unit Sekretaris Perusahaan yang berfungsi  

memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan 

pemangku kepentingan dan menjamin tersedianya informasi yang boleh 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari 

pemangku kepentingan serta berperan dalam hubungan dengan investor. 

e. Tanggung Jawab Sosial 

- Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab 

sosial Perusahaan dalam rangka mempertahankan kesinambungan 

usaha Perusahaan. 

- Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus 

dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan. 

5. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

6. Setiap Anggota Direksi harus bertindak demi kepentingan Perusahaan 

dan karenanya : 

a. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur 

tangan dalam kepengurusan Perusahaan. 



P T  S e m e n  I n d o n e s i a  ( P e r s e r o )  T b k .  | 42  
 

b. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa 

benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak 

manapun. 

7. Melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip GCG, dengan 

mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi (The 

Duty of Loyaty),  oleh karenanya Direksi dilarang : 

a. Berpartisipasi di perusahaan pesaing; 

b. Menggunakan properti dan fasilitas Perusahaan untuk kebutuhan 

pribadi; 

c. Mengungkapkan informasi rahasia/non-publik; 

d. Menggunakan informasi Perusahaan atau peluang bisnis untuk 

keuntungan pribadi. 

8. Setiap Anggota Dreksi dapat menjalankan tugas dan mengambil 

keputusan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, namun seluruh 

Anggota Direksi bertanggung jawab secara kolektif terhadap 

pelaksanannya.   

9. Pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang memiliki potensi 

mempengaruhi kinerja Perusahaan, perlu dikomunikasikan kepada 

Dewan Komisaris. 

10. Apabila terjadi kondisi dimana tugas dan kepentingan Perusahaan 

berbenturan dengan kepentingan pribadi, maka Anggota Direksi yang 

bersangkutan harus mengungkapkan benturan atau potensi benturan 

kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan RUPS. 

11. Anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak 

berwenang mewakili Perusahaan dan digantikan oleh Anggota Direksi 

lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan. 

12. Apabila seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan atau potensi 

benturan kepentingan maka kepentingan Perusahaan diwakili oleh 

Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

13. Anggota Direksi wajib menundurkan diri apabila terlibat dalam 

kejahatan keuangan. Yaitu adanya status terpidana terhadap Anggota 
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Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan yang dimaksud 

termasuk seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam 

kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang33. 

5.1.2 Kewenangan Direksi  

a. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan. Namun, Direksi 

tidak berhak mewakili Perusahaan34, apabila : 

i) Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota 

Direksi yang bersangkutan; dan 

ii) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 

berbenturan dengan kepentingan perusahaan. 

b. Menjalankan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang 

dipandang tepat, sesuai dengan maksud  dan tujuan yang ditetapkan 

Anggaran Dasar. 

5.2. Komposisi35 

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat 

serta dapat bertindak secara independen. Satu orang Anggota Direksi diangkat  sebagai 

Direktur Utama. Direktur Utama bertindak sebagai koordinator kegiatan Direksi (primus 

inter pares). Struktur komposisi Direksi dapat merujuk pada Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 

5.3 Pengangkatan  dan Pemberhentian 

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 

5.3.1 Pengangkatan 

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan  1 periode  yang paling 

lama 5 tahun  atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir periode 

                                                 
33 POJK No. 21 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 
34 POJK nomor 33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 
35 Chapter 5.The Board of Directors, Section B.The Composition of the Board of Directors, The Indonesian 
Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014 
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masa jabatan dimaksud. Proses persyaratan dan aturan untuk pengangkatan calon 

Anggota Direksi dapat merujuk pada peraturan : 

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha 

Milik Negara.  

4. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

5.3.2 Pemberhentian 

Tata cara pemberhentian Anggota Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar 

perusahaan yang merujuk hasil dari RUPS dengan menyebutkan alasan yang 

masuk akal dan Anggota Direksi yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk 

membela diri. Proses dan aturan untuk pemberhentian Anggota Direksi dapat 

merujuk pada peraturan : 

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha 

Milik Negara.  

4. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

5.4 Persyaratan Anggota Direksi 

Persyaratan anggota Direksi dapat merujuk pada: 

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha 

Milik Negara.  
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4. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

Secara umum Kualifikasi Direktur Utama dan Direksi lainnya adalah sebagai berikut:  

1. Anggota Direksi wajib memiliki kemampuan dan integritas yang dibutuhkan 

untuk menjamin pelaksanaan yang tepat dari fungsi manajemen Perusahaan. 

2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk 

kepentingan/pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. 

3. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas-tugasnya. 

4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG. 

 

5.5 Rapat Direksi 36 

Rapat Direksi diadakan paling kurang  1 (satu) bulan sekali dan bilamana dipandang 

perlu atas permintaan Direktur Utama atau atas usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) 

jumlah Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris. 

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala 

paling kurang 1 (satu) Kali dalam 4 (empat) Bulan 37. Daftar kehadiran Anggota Direksi 

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.  

Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rapat Direksi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum 

rapat diadakan. Panggilan rapat tertulis harus mencantumkan acara, tanggal, 

waktu dan tempat rapat.  

b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari 

seluruh Anggota Direksi. 

                                                 
36 Chapter 3. The Internal Corporate Documents, Section C. Company Codes of Corporate Governance, The 
Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
37 POJK nomor 33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 
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c. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi 

lainnya dalam Rapat Direksi berdasarkan surat kuasa secara tertulis.  

d. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara 

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang 

diwakilinya. 

e. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus 

dibuatkan suatu risalah atau notulen. Risalah Rapat ditandatangani oleh 

Angggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh Anggota 

Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka penandatanganan 

tidak disyaratkan. 

f. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat 

Direksi, dengan ketentuan seluruh Anggota Direksi memberikan persetujuan 

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani 

persetujuan tersebut (keputusan sirkuler). Keputusan yang diambil dengan 

cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 

diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

 

5.6 Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas 

5.6.1 Program Orientasi 

Program orientasi wajib untuk dilaksanakan untuk Anggota Direksi yang baru 

pertama diangkat dan dilaksanakan pada saat awal pengangkatan Anggota Direksi, 

karena Anggota Direksi sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang 

solid. Pelaksanaan program orientasi meliputi :  

a. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, 

pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau 

program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana 

program tersebut dilaksanakan. 
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b. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan 

program orientasi38.  

c. Program orientasi yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan. 

2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, 

dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, 

rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, 

risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. 

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, 

audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian 

internal, termasuk Komite Audit. 

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. 

 

5.6.2 Program Peningkatan Kapabilitas  

Anggota Direksi diharapkan dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru 

tentang core business Perusahaan dan selalu siap mengantisipasinya bagi 

keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Ketentuan tentang program 

peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:  

a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. 

b. Rencana pelaksanaan program peningkatan kapabilitas harus 

dimasukkan dalam RKAP. 

c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas 

seperti seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk melakukan sharing 

knowledge kepada Anggota Direksi lainnya. 

 

                                                 
38 Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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5.7 Evaluasi Kinerja 

Kinerja Direksi dan Anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham 

dalam RUPS. Dewan Komisaris mengusulkan kriteria evaluasi kinerja Direksi untuk 

kemudian ditetapkan oleh RUPS. Hasil evaluasi kinerja Direksi dan Anggota Direksi 

dapat digunakan untuk:  

a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif.  

b. Bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan Direksi 

dan Anggota Direksi sewaktu-waktu apabila tidak/kurang dapat memenuhi 

kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen dan tidak 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik 39.  

c. Sarana penilaian efektivitas Anggota Direksi dan dasar pemberian 

pembebasan dari tanggung jawab (acquit et de charge). 

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh RUPS mengacu pada ketentuan:  

a. Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan di dalam KPI (Key Performance Indicators) 

sebagaimana tertuang di dalam kontrak manajemen.  

b. Penilaian kinerja Direksi dilakukan RUPS dengan memberikan pelunasan dan 

pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi atas 

pengurusan Perusahaan yang dilakukan dalam RUPS Tahunan.  

5.8 Remunerasi40 

Kebijakan remunerasi bagi masing-masing Anggota Direksi diungkapkan secara rinci 

dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu 

pembahasan dalam agenda RUPS Tahunan. Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun 

proposal kepada Dewan Komisaris untuk kebijakan remunerasi atau memberikan 

pendapat tentang usulan kebijakan remunerasi yang dibuat oleh Dewan Komisaris. 

                                                 
39 Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan 
Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. 
40 Chapter 5.The Board ofDirectors, Section G.The Remuneration and Reimbursement of The Board of Directors, 
Remuneration Policy, The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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BAB 6  SEKRETARIS PERUSAHAAN 

Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat 

penghubung (liaison officer) dalam rangka memperlancar hubungan antar Organ 

Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders, serta dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan 

bertugas untuk mengikuti perkembangan peraturan pasar modal dan memastikan 

ketersediaan informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh publik. 

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit 

kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat 

dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan 

dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan 

juga harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. 

Fungsi Sekretaris Perusahaan 41 melaksanakan tugas paling kurang 42:  

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang meliputi:  

a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan 

informasi pada situs website Perusahaan; 

b) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 

c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; 

d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan 

Komisaris; dan  

                                                 
41Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN 
42 POJK 4/2014 no 35 
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e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi 

dan/atau Dewan Komisaris.  

4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa 

Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.  

5. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan 

keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. 

6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris 

secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta. 

7. Sebagai pejabat penghubung (liaison officer) baik yang sifatnya internal yaitu 

antar Organ Perusahaan maupun yang sifatnya eksternal seperti hubungan 

dengan otoritas pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan.43 

8. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, 

rapat Dewan Komisaris dan RUPS. 

 

Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling  kurang 44:  

1. Cakap melakukan perbuatan hukum. 

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata 

kelola perusahaan. 

3. Memahami kegiatan usaha perusahaan. 

4. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

5. Berdomisili di Indonesia. 

Persyaratan tersebut wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama menjabat. 

 
 

 

                                                 
43Chapter 2. The General Governance Structure of A Company, Section B. The Governance Structure of a 
Limited Liability Company, The Indonesian Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), 2014 
44 POJK 4/2014 no 35. 
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BAB 7  PEMEGANG SAHAM  

Pemegang saham adalah pemilik modal di Perusahaan yang oleh karenanya memiliki 

hak-hak yang melekat pada sejumlah efek tersebut dan dilindungi oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

7.1 Hak-hak Pemegang Saham  

Setiap pemegang saham memiliki hak – hak sebagai berikut 47: 

a. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan suara dalam RUPS 

berdasarkan ketentuan bahwa satu saham memiliki hak mengeluarkan satu 

suara. 

b. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke Pengadilan Negeri 

apabila dirugikan karena tindakan Perusahaan yang tidak adil dan tanpa 

alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan 

Komisaris.  

c. Hak untuk meminta Perusahaan membeli sahamnya pada harga wajar jika 

yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan 

pemegang saham, berupa : 

 Perubahan Anggaran Dasar; 

 Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai 

lebih 50% kekayaan bersih Perusahaan; atau 

 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

d. Hak untuk dalam forum RUPS memperoleh keterangan yang berkaitan dengan 

Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan 

dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

Perseroan.  

                                                 
47 Undang-Undang Perseroan Terbatas no 40 Tahun 2007 (untuk poin b,c,d,e,f,g,i,m) pasal 

61,62,75,82,100,72,97 dan 43). 
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e. Hak untuk  mendapatkan salinan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam 

RUPS di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai 

dengan tanggal RUPS diadakan.  

f. Hak untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus dan Risalah 

RUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan 

salinan laporan tahunan. 

g. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan 

bagi pemegang saham dalam bentuk dividen sebanding dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki.  

h. Hak oleh  sedikitnya 1 pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) 

bagian dari seluruh saham dengan hak suara, untuk mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang 

karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan. 

i. Hak  oleh  sedikitnya 1 pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu 

persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, untuk melakukan 

pemeriksaaan terhadap Perusahaan dengan tujuan untuk mendapat data atau 

keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa  Perusahaan  atau Anggota 

Direksi atau Dewan Komisaris mlakukan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. 

j. Hak untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau 

badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 

k. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, 

terukur dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga pemegang 

saham dapat membuat keputusan dalam kaitannya dengan investasi mereka di 

Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat. 

l. Hak  untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. 

m. Hak untuk mendapatkan penawaran membeli saham sejumlah proposional 

dengan saham yang dimilki apabila Perusahaan melakukan pengeluaran 

saham untuk  penambahan modal. 
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7.2 Pemegang Saham Pengendali  

Pemegang saham pengendali adalah 1 (satu) pemegang saham yang memiliki mayoritas 

(lebih dari 50%)  hak suara dari  seluruh saham dengan hak suara.  Pemegang saham 

pengendali bertanggung jawab untuk : 

a. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku 

kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Mengungkapkan kepada pihak yang berwenang informasi tentang pemegang 

saham pengendali sampai dengan ultimate shareholders dalam hal terdapat 

dugaan terjadi pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal diminta oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Mengupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antara perusahaan-

perusahaan yang dibawah kendalinya  dilakukan secara jelas. 

 

7.3 Tanggung Jawab Perusahaan  

Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban menjamin terpenuhinya hak dan tanggung 

jawab dari setiap pemegang saham berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundan-undangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan hal ini, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mendorong 

penerapannya berdasarkan ketentuan berikut: 

a. Melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Menyelenggarakan RUPS dan daftar pemegang saham secara tertib dan teratur 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

c. Menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan 

teratur bagi seluruh pemegang saham. 
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d. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai 

penyelenggaraan RUPS. 

e. Memperlakukan pemegang saham mayoritas dan minoritas secara setara dan 

wajar dimana pengungkapan informasi diberikan kepada seluruh pemegang 

saham tanpa membedakan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya kecuali 

Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak 

memberikannya. 
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BAB 8 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan Organ Perusahaan tertinggi yang 

memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran 

Dasar Perusahaan48.  RUPS berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham dalam 

mempengaruhi dan mengarahkan Perusahaan. RUPS juga merupakan forum dimana 

Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas serta kinerjanya kepada pemegang saham.  

8.1 Jenis- Jenis RUPS 

8.1.1 RUPS Tahunan 

RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

penutupan tahun buku Perusahaan. Agenda dalam RUPS Tahunan meliputi usulan 

agenda Direksi untuk:  

a. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya 

Perusahaan. 

b. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan. 

c. Penggunaan laba bersih Perusahaan. 

d. Penetapan penunjukan Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan 

Komisaris untuk audit Laporan Keuangan tahun berjalan. 

e. Pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) bagi Direksi 

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah 

dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan 

tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS. 

 

 

 

                                                 
48 Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. 
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8.1.2 RUPS Luar Biasa 

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 

kepentingan Perusahaan. Tidak ada batasan pada jumlah RUPS Luar Biasa dan 

Perusahaan dapat melakukan sepanjang tahun. 

 

8.2 Kewenangan RUPS 

8.2.1 Kewenangan  terkait  Struktur Organ Perusahaan  Dewan Komisaris 
dan Direksi 

a. Mengangkat dan Memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota 

Direksi. 

b. Menetapkan jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris dan 

Anggota Direksi. 

c. Menetapkan Pembagian tugas dan wewenang pegurusan diantara Anggota 

Direksi.  

d. Menetapkan gaji dan renumerasi anggota Dewan Komisaris  dan Anggota 

Direksi. 

8.2.2 Kewenangan  terkait  Pengendalian terhadap atas Operasi Perusahaan 

a. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan  Perusahaan. 

b. Menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. 

c. Menyetujui Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan 

keuangan tahun berjalan. 

8.2.3 Kewenangan terkait permodalan dan Anggaran Dasar Perusahaan   

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar. 

b. Menyetujui penambahan  dan pengurangan modal  Perusahaan, termasuk 

modal dasar dan  modal ditempatkan dan disetor penuh. 

c. Menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan. 

8.2.4 Kewenangan atas  Reorganisasi dan Likuidasi 

a.  Menyetujui  merger, akuisisi, pemisahan dan konsolidasi perusahaan. 

b. Menyetujui likuidasi Perusahaan. 
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8.2.5 Kewenangan atas Transaksi Perusahaan yang Material  

a. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau 

b. Persetujuan menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan  

yang merupakan lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan 

dalam 1 (satu) transaksi atau tidak. 

 

8.2.6 Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah 
penyisihan untuk cadangan dan Dividen bagi Pemegang Saham.  

a. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk 

cadangan sebagaimana dimaksud diputuskan oleh RUPS.  

b. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan 

sebagaimana dimaksud dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 

c. Dividen sebagaimana dimaksud hanya boleh dibagikan apabila Perseroan 

mempunyai saldo laba yang positif. 

 

8.3 Penyelenggaraan RUPS 

Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perusahaan senantiasa berpedoman pada hal-hal sebagai 

berikut: 

8.3.1 Persiapan RUPS49 

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan syarat: 

 Diminta oleh (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan 

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar 

diselenggarakan RUPS.  

 Melalui surat tercatat dan ditujukan kepada Direksi, dengan memenuhi 

syarat: 

                                                 
49 POJK nomor 32/POJK.04/2014 Tentang RUPS Perusahaan Terbuka. 
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 Dilakukan dengan itikad baik;  

 Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan;  

 Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;  

 Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus 

diputuskan dalam RUPS; dan  

 Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 

Anggaran Dasar Perusahaan.  

b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham 

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.  

c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham 

dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada 

Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS 

kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 

diterima Dewan Komisaris.  

d. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman 

RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan maka 

Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : 

 Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham 

sebagaimana dimaksud;  

 Alasan tidak diselenggarakannya RUPS dalam jangka waktu paling 

lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan 

penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud;  

 Menggunakan media: 

 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 

berperedaran nasional;  

 situs website Bursa Efek; dan  
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 situs website Perusahaan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa 

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling 

kurang bahasa Inggris.  

e. Perusahaan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata 

acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari 

kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan 

tanggal pengumuman RUPS.  

f. Perusahaan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang 

saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, 

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 

pemanggilan. 

8.3.2 Pelaksaaan RUPS 

1. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih 

dahulu kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan 

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 

(satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara 

Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perusahaan 

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 

tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal 

pemanggilan dan tanggal RUPS.50 

2. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat 

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan 

bursa efek dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan yang berada 

di dalam wilayah Negara Indonesia.51 

3. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan mata acara, 

tanggal, waktu, tempat penyelenggaraan RUPS. 

                                                 
50 Pasal 21 Ayat (2) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. 
51 Chapter 8. The General Meeting of Shareholders, Section A. General Provisions, The Indonesian 
Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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4. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan 

informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi 

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk penjelasan 

mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RUPS yang 

diberikan sebelum RUPS maupun pada saat RUPS berlangsung. 

5. Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS 

tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS 

diselenggarakan. 

6. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi.  Untuk 

itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS 

dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis seorang atau 

lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per 

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan 

Perusahaan dengan hak suara yang sah. RUPS juga dapat 

diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris.52 

8. RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, 

atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua 

peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta 

berpartisipasi dalam rapat.   

9. Penunjukan pimpinan rapat, penyusunan berita acara, penentuan 

kuorum, hak suara, dan keputusan rapat dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan. 

10. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, 

kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS 

dan menyetujui penambahan mata acara rapat.53 

                                                 
52 Pasal 19 Ayat (4) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
53 Ibid, Pasal 75 Ayat (3). 
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11. Keputusan RUPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat melalui prosedur yang transparan dan adil. 

12. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang 

pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda 

tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan 

akta notaris.54 

13. Risalah RUPS berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang 

diputuskan termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dan 

diadministrasikan oleh Direksi. 

14. Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa 

mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua pemegang 

saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham 

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis 

serta menandatangani persetujuan tersebut (RUPS Sirkuler). 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.55 

15. Setiap keputusan RUPS wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar 

berbahasa Indonesia. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Pasal 90 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
55 Pasal 91,  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. 
56 Ibid, Pasal 18 Ayat (4). 
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BAB 9 TRANSAKSI MATERIIL PERUSAHAAN 

Pemegang saham harus  dilindungi secara hukum jika Perusahaan melakukan transaksi 

luar biasa dan/atau transaksi afiliasi. 

9.1. Transaksi Luar Biasa  

9.1.1 Transaksi materiil perusahaan meliputi semua hal berikut : 57 

a. Penyertaan modal pada badan usaha, proyek dan/atau kegiatan usaha 

tertentu; 

b. Pengadaan, penjualan, pertukaran, pengalihan aset atau segmen usaha; 

c. Penyewaan aset; 

d. Pinjaman dana; 

e. Pembebanan aset perusahaan; dan/atau 

f. Pemberian jaminan perusahaan, 

dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan, dalam 

satu atau serangkaian transaksi untuk kegiatan atau tujuan tertentu.  

 

9.1.2 Menetapkan Nilai Transaksi   

Transaksi material  dinilai berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit, pertengahan atau laporan keuangan interim yang diaudit lainnya jika 

perusahaan mempunyai laporan sementara selain laporan jangka menengah.  

 

9.1.3 Persetujuan RUPS 

a. Transaksi materiil senilai 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima 

puluh persen) dari ekuitas tidak wajib meminta persetujuan RUPS.  

b. Transaksi material  senilai lebih dari 50% (lima puluh persen), 

perusahaan harus mendapat persetujuan RUPS. 

                                                 
57 Chapter 12. Material Corporate Transactions, Section A. Extraordinary Transactions, The Indonesian 
Corporate Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014. 
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9.1.4 Pengungkapan Informasi 

Perusahaan harus  menyampaikan  informasi tentang transaksi materiil kepada 

publik setidaknya dalam satu surat kabar nasional dalam Bahasa Indonesia dan 

menyerahkan dokumen-dokumen transaksi kepada OJK selama dua (2) hari kerja 

setelah perjanjian transaksi ditandatangani.  

 

9.2 Transaksi  Afiliasi (Pihak Terkait) 58 .   

Afiliasi adalah59: 

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal; 

b. Hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, Direktur, atau Dewan 

Komisaris; 

c. Hubungan antara dua (2) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih Anggota 

Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang sama; 

d. Hubungan antara perusahaan dan Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha 

bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi), baik langsung maupun 

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 

e. Hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun 

tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau 

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. 

 

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Afiliasi dari 

Perusahaan, atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau 

pemegang saham utama Perusahaan. Perusahaan Terkendali adalah perusahaan yang 

dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan. 

9.2.1 Pengungkapan 

Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap ransaksi 

aAiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen 

                                                 
58 Keputusan Ketua Bapepam LK No.KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu. 
59 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
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pendukungnya kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) 

setelah terjadinya transaksi, yang paling kurang meliputi: 

1. Uraian mengenai Transaksi Afiliasi paling kurang: 

a. Obyek transaksi yang bersangkutan;  

b. Nilai transaksi yang bersangkutan; 

c. Nama Pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan 

mereka dengan Perusahaan; dan 

d. Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi 

dengan Perusahaan; 

2. Ringkasan laporan penilai, paling kurang meliputi informasi: 

a. Identitas Pihak;  

b. Obyek penilaian;  

c. Tujuan penilaian;  

d. Asumsi;  

e. Pendekatan dan metode penilaian;  

f. Kesimpulan nilai; dan  

g. Pendapat kewajaran atas transaksi 

dengan jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi 

tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan. 

3. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, 

dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang 

tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi; 

4. Rencana perusahaan, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi 

terkait lain dalam hal transaksi merupakan pengambilalihan 

perusahaan; 

5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa 

semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut 

tidak menyesatkan; dan 

6. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika 

dianggap perlu. 
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Transaksi Afiliasi berikut ini hanya wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada OJK 

paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi yang 

meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas  butir 1), butir 

3), butir 4), dan butir 5):  

1. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada 

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau pemegang saham 

utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai 

Karyawan dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan 

tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan 

kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS);  

2. Transaksi antara Perusahaan dengan Karyawan, Anggota Direksi, atau 

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan 

Karyawan, Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan 

dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui 

RUPS. Dalam transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan 

oleh Perusahaan kepada semua Karyawan, Anggota Direksi, atau 

Anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut 

kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;  

3. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima 

perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  

4. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;  

5. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh 

sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh 

sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud; dan/atau  
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6. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun 

saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh Anggota Dewan 

Komisaris, Anggota Direksi, pemegang saham utama Perusahaan 

dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya, dan laporan keuangan Perusahaan 

Terkendali tersebut dikonsolidasikan dengan Perusahaan.  

 

Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud 

sebelumnya: 

1. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus 

yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan 

pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat 

juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan 

tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala. 

2. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan 

melaksanakan penawaran umum perdana atau sebelum 

disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik, 

dengan persyaratan:  

a. Transaksi telah diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus 

penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi 

pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik; dan  

b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat 

merugikan Perusahaan. 

3. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan 

melakukan penawaran umum atau setelah pernyataan pendaftaran 

sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan persyaratan:  

a. Transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah 

memenuhi peraturan ini; dan  

b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat 

merugikan Perusahaan. 
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4. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan atau 

Perusahaan Terkendali; dan  

5. Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama 

Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.  
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BAB 10 KETERBUKAAN INFORMASI 

 

Perusahaan selaku perusahaan publik wajib menyampaikan keterbukaan Informasi atau 

Fakta Material dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan informasi yang 

mempunyai arti penting bagi stakeholder sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan investasi. Terkait dengan pemenuhan tersebut, Perusahaan 

wajib menyampaikan laporan keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada OJK 

serta mengumumkan keterbukaan Informasi atau Fakta Material tersebut kepada 

publik60. 

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai 

peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek 

dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas 

informasi atau fakta tersebut. 

 

10.1 Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi 

Perusahaan mengungkapkan informasi penting yang relevan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan melalui Laporan Tahunan (Annual Report) maupun media lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas 

dan objektif. Informasi keuangan dan non keuangan penting diungkapkan Perusahaan 

bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya 

baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela.  

Perusahaan menetapkan kebijakan mengenai klasifikasi dan pengelolaan informasi yang 

di dalamnya mengatur tentang kriteria informasi yang bersifat rahasia dan informasi 

yang dapat disampaikan kepada publik untuk menjamin keamanan, kejelasan dan 

konsistensi perlakukan terhadap suatu informasi. Informasi yang akan disampaikan 

Perusahaan kepada Stakeholders sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direksi.  

                                                 
60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau 
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10.2 Butir-Butir dalam Keterbukaan Informasi 61  

Perusahaan wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan 

melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. Informasi 

atau Fakta Material yang dimaksud adalah meliputi: 

a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan 

usaha patungan; 

b. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; 

c. Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; 

d. Pemecahan saham atau penggabungan saham; 

e. Pembagian deviden interim; 

f. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; 

g. Pendapatan berupa deviden yang luar biasa sifatnya; 

h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 

i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi 

perusahaan; 

j. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang 

material jumlahnya; 

k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap perusahaan; 

l. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris; 

m. Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk; 

n. Pembelian atau penjualan asset yang sifatnya penting; 

o. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan; 

p. Perkara hukum terhadap perusahaan dan/atau anggota Direksi dan anggota 

Dewan Komisaris yang berdampak material. 

q. Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit perusahaan. 

r. Penggantian Wali Amanat; 

s. Penggantian Biro Administrasi Efek; 

                                                 
61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau 
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t. Perubahan tahun buku perusahaan; 

u. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; 

v. Perusahaan berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan; 

w. Pembatasan kegiatan usaha perusahaan oleh regulator terkait; 

x. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah 

dipublikasikan, secara material; 

y. Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan 

atau menurunnya pendapatan perusahaan secara material; 

z. Restrukturisasi utang; 

aa. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; 

bb. Dampak yang bersifat material terhadap perusahaan karena kejadian yang 

bersifat memaksa; dan/atau 

cc. Informasi atau Fakta Material lainnya. 

 

Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman sebagaimana tersebut di 

atas wajib paling sedikit memuat  :  

a. Tanggal kejadian; 

b. Jenis Informasi atau Fakta Material; 

c. Uraian Informasi atau Fakta Material; dan 

d. Dampak kejadian Informasi atau Fakta Material 

Penyampaian laporan dan pengumuman Informasi atau Fakta Material dilakukan 

sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja kedua (ke-2) setelah terdapatnya 

Informasi atau Fakta Material. 

 

10.3 Pengungkapan Sukarela 

Perusahaan mengembangkan media komunikasi dan sistem informasi yang up to date 

baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai sarana komunikasi yang 

dibangun untuk pencapaian tujuan Perusahaan. 
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Media yang digunakan Perusahaan terkait keterbukaan informasi yang bersifat sukarela 

adalah melalui website perusahaan dan media massa. Bentuk-bentuk keterbukaan 

informasi yang tersaji di website adalah: 

a. Laporan keuangan perusahaan (3 tahun) 

b. Rasio keuangan perusahaan (3 tahun) 

c. Dokumen internal perusahaan 

d. Struktur, wewenang, dan komposisi organ perusahaan 

e. Daftar pihak yang berafiliasi dengan perusahaan pada tahun terakhir 

f. Laporan-laporan tahunan dan kuartal (3 tahun) 

g. Materi dan keputusan RUPS (3 tahun) 

h. Informasi sekuritas perusahaan 

i. Berita-berita perusahaan. 

Sedangkan bentuk-bentuk  keterbukaan informasi di media massa adalah: 62 

a. Produk baru 

b. Kontrak-kontrak materiil 

c. Akuisisi 

d. Laporan keuangan 

e. Rencana produksi  

f. Sekuritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Chapter 13. Information Disclosure, Section C. Voluntary Disclosure, The Indonesian Corporate 

Governance Manual (ICGM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014 
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BAB 11 PROSEDUR PENGENDALIAN DAN AUDIT 

11.1 Akuntan Publik  (Auditor Eksternal) 

Laporan keuangan tahunan Perusahaan wajib diaudit oleh Akuntan Publik (Auditor 

Eksternal) yang independen.  Audit yang independen oleh Akuntan Publik dilaksanakan 

untuk  memberikan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material atas  

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang disampaikan kepada Stakeholders. 

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

asurans yang antara lain meliputi jasa  audit  atas informasi keuangan historis. 

Terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan audit atas 

laporan Keuangan Perusahaan oleh Akuntan Publik, yaitu :63 

a. Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan  

haruslah memenuhi syarat : 

i) Independen, bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak 

berkepentingan lainnya. 

ii) Merupakan akuntan publik yang terkemuka dan terpercaya serta terdaftar 

pada OJK.  

iii) Memenuhi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik 

Akuntan Publik. 

b. RUPS menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan 

keuangan Perusahaan berdasarkan usulan Dewan Komisaris. 

c. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon 

Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa 

Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalan 

proses penunjukannya. Penunjukan oleh Komite audit didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan fee. 

                                                 
63 Pasal 31 Ayat 1 -5 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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d. Direksi bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan 

Perusahaan serta menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang 

yang diperlukan oleh Akuntan Publik sehingga memungkinkan akuntan 

Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan 

kesesuaian laporan keuangan Perusahaan sesuai  standar akuntansi keuangan 

Indonesia. 

e. Akuntan Publik harus membuat laporan audit dan menyampaikannya kepada 

Direksi selambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal Laporan 

keuangan tahunan. 

                                                                                  

11.2 Fungsi Pengendalian Internal  

Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan Direksi, manajemen dan 

karyawan perusahaan,  yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa 

laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan akurat, operasi perusahaan 

dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan dipatuhinya peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.  Salah satu tugas Direksi adalah memastikan efektivitas sistem 

pengendalian internal perusahaan.  

11.2.1 Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal 

a. Sistem  pengendalian internal  harus berfungsi sepanjang waktu 

tanpa interupsi. 

b. Setiap orang yang terlibat dalam proses pengedalian internal harus 

bertanggung jawab atas tugasnya. 

c. System pengendalian internal harus memisahkan tugas, memiliki 

pembagian wewenang dan persetujuan yang layak. 

 

11.2.2 Internal Auditor 

Internal audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengendalian 

internal perusahaan. Direksi  wajib membentuk unit Internal Audit yang 

merupakan unit kerja yang melakukan kegiatan assurance dan konsultansi yang 

independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
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meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui suatu pendekatan yang 

sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan 

risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.  

Kebijakan umum terkait dengan pelaksanaan fungsi Internal Audit adalah 

sebagai berikut: 

a. Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit. 

b. Untuk menjamin independensi pelaksanan tugas Internal Audit, unit 

kerja Internal Audit secara struktur berada di bawah Direktur Utama 

dan memiliki hubungan fungsional dengan Komite Audit. 

c. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 

Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada 

OJK. 

d. Laporan Hasil Pemeriksaaan unit Internal Audit  harus juga 

disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui  Komite Audit. 

e. Kepala Internal Audit dijabat oleh pejabat satu level di bawah 

Direksi.  

f.  Internal Audit memiliki fungsi64:  

i). Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, 

manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

Perusahaan; 

ii). Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 

keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi 

informasi, dan kegiatan lainnya. 

g. Dalam menjalankan tugasnya Internal Audit harus senantiasa 

menjaga independensi dan profesionalisme sesuai standar profesi 

yang ada sesuai dengan Internal Audit Charter yang ditetapkan. 

 

                                                 
64 Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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BAB 12 HUBUNGAN PERUSAHAAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

 
Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan penerapan GCG di Perusahaan tidak terlepas 

dari dukungan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Stakeholders memiliki peran 

yang sangat penting melalui komitmennya untuk senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip GCG dan standar etika yang tinggi dalam melakukan hubungan dengan 

Perusahaan. Dengan demikian akan terjadi pola hubungan yang seimbang dan harmonis 

antara Perusahaan dengan Stakeholders sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan 

serta saling menghormati. 

Perusahaan menghormati dan berupaya memenuhi segala hak dan akan 

menindaklanjuti setiap permasalahan atau keluhan dari Stakeholders terkait dengan 

pemenuhan haknya melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Hubungan yang baik 

antara Perusahaan dengan Stakeholders dan peningkatan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis Perusahaan dalam setiap 

kegiatan usaha sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Pedoman Etika Perusahaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P T  S e m e n  I n d o n e s i a  ( P e r s e r o )  T b k .  | 76  
 

BAB 13 PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG65 

 
Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk: 

1. Penilaian (assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG 

di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di 

Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Pelaksanaan 

penilaian dapat dilakukan secara self assessment maupun menggunakan pihak 

penilai (assesor) independen. 

2. Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut 

pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun 

berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian 

dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. 

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan bersamaan dengan penyampaian 

Laporan Tahunan. 

  

                                                 
65 Pasal 44 Ayat (1), (2), (9) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 
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BAB 14 PENUTUP 

GCG merupakan suatu sistem yang menjamin pengelolaan yang baik dalam penentuan 

dan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga wajib diterapkan secara konsisten. 

Pelaksanaan Pedoman GCG ini diharapkan dapat menjamin Perusahaan untuk selalu 

menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai standar etika dan prinsip-prinsip GCG. 

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Perusahaan berupaya untuk melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Membangun komitmen, keterlibatan langsung dan kepemimpinan dari Dewan 

Komisaris dan Direksi; 

b. Mengembangkan budaya Perusahaan yang baik sebagai landasan untuk 

mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku; 

c. Menciptakan iklim berorganisasi yang sehat; 

d. Melaksanakan Pedoman Etika Perusahaan dan pedoman lainnya yang terkait 

dengan implementasi GCG 

 

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap Pedoman GCG untuk mengetahui dan 

mengukur kesesuaiannya dengan kebutuhan Perusahaan, serta efektivitas dari program 

implementasi Pedoman GCG yang dilaksanakan. Pengembangan terhadap Pedoman GCG 

dan perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. 

Komitmen dan dukungan seluruh Insan Perusahaan dan Stakeholders lainnya 

merupakan kunci keberhasilan implementasi Pedoman GCG. Dengan melaksanakan tata 

kelola perusahaan yang baik, diharapkan Perusahaan dapat bersaing secara efisien, 

efektif, dan sehat serta selalu dapat meraih dan mempertahankan posisi terdepan dalam 

iklim persaingan bisnis.
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